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BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka

sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan

hukum atau skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme dalam pengembalian kerugian keuangan negara dilakukan,

sebagai berikut:

a.

BPK mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penilaian Kerugian
Keuangan Negara dan/atau Penetapan Pihak yang berkewajiban
Membayar Ganti Rugi;

BPK menerbitkan Surat Keputusan mengenai batas penetapan
batas waktu selama 60 hari setelah diketahui terjadinya kerugian
keuangan negara/daerah;

Pengembalian kerugian keuangan negara di kembalikan ke dalam
kas daerah melaui Inspektorat;

Gubernur/Bupati melaporkan penyelesaian kerugian keuangan
negara/daerah kepada BPK selama waktu 60 hari setelah diketahui
terjadinya kerugian keuangan negara/daerah;

BPK melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan ganti kerugian

yang diberitahukan secara tertulis kepada DPD dan DPRD.
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2. Pengembalian kerugian keuangan negara tidak dapat menghentikan
penanganan kasus korupsi. Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara dan/atau
perekonomian negara tidak menghapuskan dipidannya pelaku tindak
pidana korupsi. Namun, berdasarkan praktiknya pengembalian
kerugian keuangan negara dapat menghentikan penanganan kasus
korupsi apabila telah didahului proses administrasi yang dianggap
bahwa peristiwa tersebut adalah kesalahan administrasi (mall
administration) dan tidak terpenuhinya beberapa alasan-alasan sebagai
berikut:

a. Adanya alat bukti permulaan yang cukup;
b. Fakta yang ditemukan saling besesuaian;
c. Adanya keyakinan bahwa ada niat jahat yang ada dalam diri
pelaku, baik yang disengaja dan tidak disengaja;
d. Melakukan kajian hukum yang mendalam terhadap kasus tersebut;
dan,
e. Perbuatan pelaku korupsi tersebut harus memenuhi unsur-unsur
delik yang akan disangkakan.
B. Saran
Dengan kesimpulan tersebut penulis dapat memberikan saran bahwa
dalam pengembalian kerugian keuangan negara/daerah sebaiknya BPK

melibatkan penegak hukum seperti kejaksaan untuk melakukan
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pemantauan pelaksanaan ganti kerugian, apabila jaksa dalam melakukan
pemantauan terhadap pengembalian kerugian keuangan negara
menemukan hal-hal yang dapat mendasari terpenuhinya unsur-unsur
tindak pidana korupsi, kerugian keuangan negara tidak hanya ditangani
dalam ranah hukum administrasi saja melainkan dibarengi dengan

penegakan hukum pidana.
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